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Abstract: This study aims to determine the authority of the dental nurse in carrying out 

medical actions delegated by the dentist to the dental nurse. Dental nurses have the 

authority to perform medical actions on the basis of statutory regulations and the 

delegation of part of the authority of dentists. The research conducted is using. 

Sociological legal research method, this research was conducted in Rokan Hilir Regency. 

The type of data in this scientific paper is in the form of primary data and secondary data 

supported by tertiary data. The result of this study is that the authority of dental nurses in 

carrying out health care efforts has two powers, namely the attribution authority and the 

delegation authority. Sanctions that can be given to dentists and dental nurses can be in 

the form of disciplinary, administrative, civil and criminal sanctions. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari Perawat Gigi 

dalam melakukan tindakan medik yang dilimpahkan oleh Dokter Gigi terhadap perawat 

gigi. Perawat gigi memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan medik atas dasar 

peraturan perundang-undangan dan pelimpahan sebagian kewenangan dokter gigi. 

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan. Metode Penelitian hukum Sosiologis, 

penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Jenis data dalam karya tulis ilmiah ini 

berupa data primer dan data sekunder didukung dengan data tersier. Hasil dari penelitian 

ini adalah kewenangan perawat gigi dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan 

keperawatan memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan 

delegasi. Sanksi yang bisa diberikan kepada dokter gigi maupun perawat gigi bisa berupa 

sanksi disiplin, administrasi, perdata dan pidana. 

 

Kata kunci: Perawat Gigi; tindakan medik 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

dengan standar profesi imedik, standar 

pelayanan dan sesuai dengan kewe-

nangannya, apabila tenaga kesehatan 

melaksanakan pekerjaan tidak sesuai 

idengan kewenangannya maka tenaga 

kesehatan tersebut telah melanggar salah 

satu standar profesi tenaga kesehatan, 

karena di dalam standar profesi terdapat 

kewenangan masing-masing tenaga 

kesehatan. Kewenangan tenaga kesehatan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan 

merupakan ikewenangan ihukum. 

Mengenai ikewenangan imedis 

tenaga ikesehatan idalam imelakukan 

tindakan imedik idapat idilihat ipada 

Undang-undang iNomor i29 iTahun 2004 

iTentang iPraktik ikedokteran. Pasal i73 

imenyatakan Setiap orang dilarang 

imenggunakan identitas iberupa igelar 

i atau bentuk lain iyang imenim-bulkan 

kesan bagi masyarakat seolah-olah yang 

bersangkutan adalah dokter atau dokter 
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gigi yang telah memiliki isurat tanda 

iregistrasi idan/atau isurat izin praktik. 

Setiap orang dilarang meng-

gunakan alat, imetode iatau icara ilain 

idalam imemberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang menimbulkan kesan 

seolah-olah yang bersangkutan adalah 

dokter atau dokter gigi yang telah 

memiliki surat itanda iregistrasi dan/atau 

surat izin ipraktik. Ketentuan isebagai-

mana idimaksud pada ayat i(1) idan 

iayat i(2) itidak berlaku ibagi itenaga 

kesehatan yang diberi kewenangan 

oleh peraturan perundang-undangan.  

Dalam penjelasan Pasal 73 ayat i(3) 

disebutkan bahwa: “Tenaga kesehatan 

dimaksud antara lain bidan dan perawat 

iyang idiberi ikewenangan untuk 

melakukan tindakan medik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan”. 

Jadi sangat jelas bahwa Pasal 73 ayat 

(3) menunjukkan ibahwa perawat igigi 

yang diberi ikewenangan untuk 

melakukan tindakan imedik terbatas idi 

bidang kedokteran igigi. Permenkes 

Nomor i512 iTahun 2007 tentang iIzin 

Praktik i dan Pelaksanaan iPraktik 

Kedokteran Pasal i15 imenyatakan 

sebagai berikut: Dokter dan dokter gigi 

dapat memberikan pelimpahan suatu 

tindakan kedokteran atau kedokteran 

gigi kepada perawat, bidan atau tenaga 

kesehatan tertentu lainnya secara tertulis 

dalam melaksanakan tindakan kedok-

teran atau kedokteran gigi. Tindakan 

kedokteran atau kedokteran gigi 

sebagaimana dimaksud ipada ayat (1) 

harus sesuai dengan kemampuan dan 

kompetensi yang idimiliki dan dilak-

sanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pelimpahan we-

wenang ikepada perawat, ibidan iatau 

tenaga ilainnya dalam ikeadaan tertentu 

dimana pelayanan ikesehatan i sangat 

dibutuhkan idan itidak iterdapat dokter 

dan idokter igigi idi itempat tersebut 

diatur ilebih ilanjut idengan Peraturan 

Menteri. Peraturan iMenteri iKesehatan 

Republik iIndonesia iNomor i20 tahun 

2016 itentang iIzin idan Penyeleng-

garaan iPraktik iTerapis Gigi dan Mulut. 

Terapis iGigi idan iMulut dapat 

menjalankan  praktik keprofesiannya 

secara imandiri dan/atau bekerja idi 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Terapis  

Gigi idan iMulut yang menjalankan 

praktik keprofesiannya secara imandiri 

sebagaimana dimaksud ipada iayat harus 

berpendidikan ipaling rendah Diploma 

Tiga iKesehatan iGigi, iKeperawatan Gigi 

atau iTerapis Gigi idan iMulut. Terapis 

Gigi idan Mulut iyang menjalankan 

praktik keprofesiannya secara imandiri 

sebagaimana dimaksud ipada iayat harus 

memasang ipapan inama ipraktik. Papan 

nama ipraktik isebagaimana dimaksud 

pada iayat ipaling sedikit imemuat nama 

Terapis iGigi dan iMulut, inomor STR, 

dan inomor iSIPTGM. Fasilitas 

Pelayanan i Kesehatan sebagaimana 

dimaksud i pada ayat berupa: 

1. Praktik iperseorangan idokter igigi; 

2. Klinik; 

3. Puskesmas; 

4. Balai ikesehatan imasyarakat; 

dan/atau 

5. Rumah isakit. 

Pasal i12 ilebih ispesifik ilagi 

mengatakan ibahwa dalam imenjalankan 

praktik keprofesiannya, iTerapis iGigi dan 

Mulut imemiliki iwewenang iuntuk 

melakukan ipelayanan iasuhan kese-hatan 

gigi idan imulut imeliputi: 

1. Upaya ipeningkatan ikesehatan gigi 

idan imulut; 

2. Upaya ipencegahan ipenyakit gigi; 

3. Manajemen ipelayanan ikesehatan 

gigi idan imulut; 

4. Pelayanan ikesehatan idasar pada 

kasus ikesehatan igigi i terbatas; i 

5. Dental iassisting. 

Melihat adanya kewenangan yang 

diberikan oleh Peraturan Perundang-

undangan ikepada iseorang terapis igigi 

(perawat igigi idan imulut) maka 

halitersebut imengakibatkan itelah terjadi 

kesalahan iatau ikelalaian penanganan 

imedik iyang itelah dilakukan oleh 

iseorang iterapis igigi i(perawat igigi dan 

imulut) iyang imembuka ipraktek mandiri 

idan iyang itelah idiberikan kewenangan 

imedik ioleh iDokter iGigi yang iada 

idibeberapa iPuskesmas Kabupaten 



Journal of Science and Social Research                          ISSN 2615 – 4307  (Print) 

June 2022, IV (3): 312 – 320                   ISSN 2615 – 3262  (Online) 

Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR 

 
iRokan iHilir, iseperti iyang terjadi ipada 

ikorban: 

1. RD i(59), imengalami imengalami 

pembengkakan iserius idi mulutnya 

yang idiakibatkan pemasangan gigi 

palsu, iyang tidak ibisa idilepas 

hingga isatu tahun ilamanya, Pasien 

RD, akhirnya imendatangi Puskes-

mas Tanah iPutih ikarena iada 

kerusakan atas pemasangan igigi 

palsu iyang dilakukan ioleh 

Perawat igigi iyang membuka 

praktek idi idaerah kecamatan 

Tanah iPutih kabupaten Rokan 

Hilir 

2. MS (46), mengalami gusi berdarah, 

ketika isisa makanannya iterselip di 

daerah veneer, igusi imudah 

berdarah dan bau mulut. Korban 

sudah membuat ilaporan ike 

Kepolisian Tanah iPutih kabupaten 

Rokan Hilir. 

3. AD, (31) Korban menyebutkan 

bahwa dirinya bermaksud mema-

sang ikawat gigi (behel) untuk 

memperbaiki letak gigi yang 

kurang iberaturan, namun sebelum 

pemasangan behel, perawat gigi 

mencabut gigi bawah ikorban 

dengan alasan iuntuk imerapikan 

gigi iyang kurang iberaturan, 

setelah itu ikawat gigi idipasangkan 

dan korban merasakan inyeri 

karena tarikan dari kawat igigi 

tersebut. Setelah beberapa ibulan 

terlihat jika igigi korban i makin 

tidak i rapi dan miring, i hingga 

akhirnya korban ke i dokter igigi 

untuk melakukan pemasangan 

kawat igigi ulang. 

 Dari ike i3 i(tiga) ikasus iyang 

uraikan, imaka Pelaksanaan iPeraturan 

Menteri Kesehatan iRepublik iIndonesia 

Nomor 20 iTahun i2016 itentang iIzin dan 

Penyelenggaraan iPraktik iTerapis iGigi 

dan iMulut, ibelum ibisa idilaksanakan 

dengan ibaik idan imasih imenimbulkan 

permasalahan iseperti iyang iterjadi idi 

atas itadi, ikarena iseorang iPerawat iGigi 

merasa ibahwa idengan iadanya Peraturan 

Menteri iKesehatan iRepublik iIndonesia 

Nomor i20 iTahun i2016 itentang iIzin 

dan iPenyelenggaraan iPraktik iTerapis 

Gigi idan iMulut iini imereka idapat 

melakukan itindakan imedik idengan 

bebas, idi ilain ipihak idokter igigi ipun 

merasa ibahwa isemua iperawat igigi 

dapat idiberi isebagian ikewenangannya 

untuk imelakukan itindakan imedik 

terbatas idi ibidang ikedokteran igigi. 

Dalam ikeadaan iyang ilebih iparah ilagi 

seorang idokter igigi isenior ilebih 

percaya ikepada iperawat igigi isenior 

dari ipada idokter igigi iyang ibaru ilulus 

(fresh igraduate) idalam ihal imelakukan 

tindakan-tindakan imedik idi isarana 

pelayanan ikesehatan i seperti iyang 

dilakukan ioleh iDokter iGigi idi bebe-

rapa iPuskesmas iyang iada i di 

Kabupaten iRokan iHilir. 

 

 

METODE 

 

Jenis idan i Pendekatan iPene-

litian Metode iPenelitian iHukum iyang 

penulis igunakan adalah penelitian hukum 

Sosiologis,idengan demikian diharapkan 

peneliti mampu mengungkap efektifitas 

berlakunya ihukum idalam masyarakat 

dan idapat mengidentifikasi hukum iyang 

tidak tertulis iyang berlaku didalam 

masyarakat. Selanjutnya pendekatan 

penelitian untuk imenjawab permasalahan 

dalam ipenelitian hukum ini, imaka 

pendekatan ipene-litian diantaranya: 

a. Pendekatan perundang-undangan, yang 

mana dilakukan idengan menelaah 

semua iperaturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan ipermasalahan 

atau iisu hukum iyang idihadapi. 

b. Pendekatan ikasus iadalah pendekatan 

yang idigunakan untuk menelaah 

kasus-kasus yang berkaitan idengan isu 

hukum yang dihadapi. 

Jenis idan iSumber iData Dalam 

penelitian hukum sosiologis, sumber 

datanya adalah data primer dan data 

sekunder.  

Teknik Pengumpulan Data yang 

digunakan dalam pengumpulan data 

meliputi Observasi dan Wawancara 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Tanggung iJawab idan Kewe-

nangan iPerawat iGigi iDalam Mela-

kukan iTindakan iMedik idi Kabupaten 

Rokan iHilir Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan iRepublik Indonesia 

Nomor i20 iTahun i 2016 Tentang Izin 

dan iPenyelenggaraan Praktik Terapis 

Gigi idan iMulut 

Dalam ipergaulan ihidup 

manusia, setiap hari manusia ituiselalu 

melakukan perbuatan-perbuatan untuk 

memenuhi kepentingannya. Segala 

perbuatan manusia yang secara sengaja 

dilakukan oleh iseseorang untuk 

menimbulkan hak-kewajiban dinamakan 

perbuatan hukum. Ada juga yang 

mengartikan perbuatan hukum adalah 

perbuatan subyek hukum yang menim-

bulkan akibat hukum yang sengaja 

dikehendaki oleh subyek hukum. 

Setiap orang yang diberi 

kewenangan haruslah bertanggung 

jawab. Bertanggung jawab terhadap 

risiko yang kemungkinan timbul yang 

mengakibatkan terjadinya kerugian 

kepada pihak lain. Tanggung jawab 

sebagaimana juga risiko adalah sesuatu 

yang bersifat laten. Jika resikonya 

timbul dan terjadi tuntutan, maka 

barulah persoalan tanggung jawab dan 

kewenangan juga akan muncul ke 

permukaan. Tuntutan hukum dari pihak 

lain dalam hal ini pasien dapat 

disebabkan oleh malpraktik atau 

penyimpangan dari pelaksanaan tugas-

nya serta kurang menghormati hak 

pasien. Di sisi lain masyarakat semakin 

tinggi tingkat pengetahuan dan 

kesadaran hukumnya. 

Dalam pengertian hukum 

tanggung jawab berarti keterikatan. 

Setiap manusia mulai dari saat ia 

dilahirkan sampai saat ia meninggal 

dunia mempunyai hak dan kewajiban 

dan disebut subyek hukum. Demikian 

juga tenaga kesehatan khususnya 

perawat gigi dan dokter gigi, dalam 

melakukan suatu tindakan harus 

bertanggung jawab sebagai subyek 

hukum yang pengemban hak dan 

kewajiban. 

Tindakan atau perbuatan tenaga 

kesehatan sebagai subyek hukum dalam 

pergaulan masyarakat, dapat dibedakan 

antara tindakan sehari-hari yang tidak 

berkaitan dengan profesi, dan tindakan 

yang berkaitan dengan profesinya. 

Begitu juga dalam tanggung jawab 

hukum seorang perawat gigi, dapat tidak 

berkaitan dengan profesi, dan dapat pula 

merupakan tanggung jawab hukum yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pro-

fesinya. Perbuatan dokter yang tidak 

berkaitan dengan pelaksanaan profesi 

yang menimbulkan tanggung jawab 

hukum antara lain: menikah, melakukan 

perjanjian jual-beli, membuat wasiat dan 

sebagainya. Perbuatan tenaga kesehatan 

yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan 

profesinya ini, pada umumnya juga bisa 

dilakukan oleh setiap orang yang bukan 

tenaga kesehatan. 

Tanggung ijawab ihukum iyang 

timbul iberkaitan idengan ipelaksanaan 

iprofesi itenaga ikesehatan imerupakan 

tanggung ijawab ihukum iyang iharus 

dipenuhi idokter iyang ipada idasarnya 

meliputi tigaibentuk pertanggungjawab-

an iyaitu: 

1. Bidang ihukum iadministrasi iyang 

terdapat idi iUndang-Undang 

Nomor i29 itahun i2004 iTentang 

Praktik iKedokteran, iUndang-

Undang iNomor i36 itahun i2009 

Tentang iKesehatan, iSurat 

Keputusan iMenteri iKesehatan 

Nomor i1392 iTahun i2001 Tentang 

Registrasi idan iIzin iPerawat iGigi. 

2. Bidang ihukum ipidana, iterdiri 

dari: Kitab iUndang-Undang 

Hukum Pidana. Ketentuan i Pidana 

dalam Undang-Undang i Nomor 

36 tahun 2009  iTentang Kesehatan. 

Ketentuan i Pidana i dalam 

Undang-Undang i Nomor i 29 

tahun i 2004 iTentang iPraktik 

Kedokteran. 

3. Bidang ihukum iperdata, iterdiri dari: 

Buku iIII iBW itentang  

HukumnPerikatan. Undang-Undang 

iNomor 8 itahun 1999 iTentang 

Perlindungan iKonsumen. 
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Perawat igigi iselain imemiliki 

kewenangan ijuga idalam imemberikan 

pelayanan ikeperawatan iharus isesuai 

dengan ikompetensi iyang idiperoleh 

selama ipendidikan, imenurut iKeputusan 

Konsil iKedokteran iIndonesia i(KKI) 

Nomor i23 itahun i2006 iTentang 

Pengesahan iStandar iKompetensi Dok-

ter iGigi, iyang idimaksud idengan kom-

petensi iadalah iseperangkat kemampuan 

profesional iyang imeliputi ipenguasaan 

ilmu ipengetahuan, iketrampilan idan 

nilai-nilai i(knowledge, iskill idan 

attitude), idalam imelaksanakan itugas 

profesionalnya. iBerdasarkan itingkatan 

pendidikan iyang iada imaka kemam-

puan, ikeilmuan idan isikap profesional-

nya ijuga iberbeda-beda. iBeban itugas 

dan ikewenangannya ijuga iberbeda-

beda isehingga itidak isemua iperawat 

gigi imampu imenerima ipelimpahan 

iwewenang idari idokter igigi idalam 

mengerjakan itindakan imedik terbatas. 

Sampai ipenelitian iini idilakukan belum 

ada iperaturan i perundang-undangan 

yang imengakomudasi iperbedaan 

jenjang ipendidikan idi ikeperawatan 

gigi idan itidak isemua iperawat igigi 

memiliki ikemampuan iyang isama, 

padahal ikemampuan ipendidikan 

mereka itidak isama. 

 Kewenangan iperawat igigi, 

terlihat bahwa ikompetensi iyang 

diperoleh selama ipendidikan ibelum ada 

disebutkan itindakan imedik iterbatas 

dalam ibidang ikedokteran igigi 

sehingga idapat idikatakan ibahwa 

kompetensi iyang idiperoleh ioleh 

perawat igigi itidak isesuai idengan 

kewenangan iatribusi iyang iterlihat 

dalam Surat iKeputusan iMenteri 

Kesehatan iNomor i378 iTahun i2007 

Tentang iStandar iProfesi iPerawat iGigi 

maupun isesuai idengan iketentuan 

hukum iyaitu iPeraturan iMenteri 

Kesehatan iRepublik iIndonesia iNomor 

20 iTahun i2016 itentang iIzin idan 

iPenyelenggaraan iPraktik iTerapis iGigi 

dan iMulut. iUntuk imenyikapi i hal 

tersebut iseharusnya ikurikulum pen-

didikan iyang idiberikan iharus mengacu 

kepada iKeputusan iMenteri Kesehatan 

Nomor i378 iTahun i 2007 i Tentang 

Standar iProfesi iPerawat Gigi iyang 

dipersyaratkan isehingga sesuai idengan 

kewenangan iperawat gigi. 

Perawat igigi imemilki kewe-

nangan iuntuk imelakukan pelayanan 

kesehatan iapa ibila imereka telah 

memilki isurat iizin idari pemerintah. 

Hal iini isesuai idengan Undang-Undang 

Nomor i36 iTahun 2009 iTentang 

Kesehatan iPasal i23 iayat (3) iyang 

berbunyi, idalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan, itenaga ikesehatan 

wajib memiliki iizin idari ipemerintah. 

Tanggung ijawab ihukum iyang itimbul 

berkaitan idengan ipelaksanaan iprofesi 

tenaga ikesehatan imerupakan itanggung 

jawab ihukum iyang iharus idipenuhi 

dokter iyang ipada idasarnya imeliputi 

itiga ibentuk ipertanggungjawaban yang 

pertama ihukum iadministrasi yang 

termuat idalam iUndang-Undang Nomor 

29 i tahun i2004 iTentang Praktik 

Kedokteran, iUndang-Undang Nomor 36 

tahun i2009 iTentang Kesehatan, iSurat 

Keputusan iMenteri Kesehatan iNomor 

1392 iTahun i2001 Tentang iRegistrasi 

dan iIzin iPerawat Gigi. iKedua ihukum 

pidana, iterdiri dari; iKitab iUndang-

Undang iHukum Pidana, iUndang-

Undang iNomor i36 tahun i2009 

Tentang iKesehatan, Undang-Undang 

Nomor i29 itahun 2004 iTentang Praktik 

Kedokteran. Ketiga ihukum iperdata, 

terdiri idari; Buku iIII iBW itentang 

Hukum Perikatan. 

 Berdasarkan iilmu ihukum 

administrasi inegara ipada ikewenangan 

delegasi, itanggung ijawab idan 

tanggung igugat iberalih ikepada iyang 

diberi ilimpahan iwewenang iatau 

beralih ikepada idelegaris. Pelimpahan 

wewenang iyang dilakukan i oleh 

dokter i gigi memberikan i pelimpahan 

wewenang kepada perawat igigi isesuai 

dengan ikemampuan ipendidikan, 

kompetensi idan istandar iprofesi iyang 

dimiliki ioleh iperawat igigi. 

 Hal iini isesuai idengan 

Peraturan iMenteri iKesehatan iRepublik 

Indonesia iNomor 512/Menkes/Per/IV/ 

2007 Tentang iIzin Praktik idan 
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Pelaksanaan iPraktik Kedokteran, ipada 

Pasal 15. Hal iini isesuai idengan 

Peraturan iMenteri iKesehatan iRepublik 

Indonesia iNomor 512/Menkes/Per/IV/ 

2007 iTentang iIzin iPraktik idan 

Pelaksanaan iPraktik iKedokteran, ipada 

Pasal i15 iyang iberbunyi isebagai 

berikut: 

1. Dokter idan idokter igigi idapat 

memberikan ipelimpahan isuatu 

tindakan ikedokteran iatau kedok-

teran igigi ikepada iperawat, bidan 

atau itenaga ikesehatan tertentu 

lainnya isecara itertulis dalam 

melaksanakan itindakan kedokteran 

atau ikedokteran igigi. 

2. Tindakan ikedokteran iatau kedok-

teran igigi isebagaimana dimaksud 

pada iayat i(1) i harus sesuai 

dengan ikemampuan idan kompe-

tensi iyang idimiliki idan dilaksa-

nakan isesuai iketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pada iPasal i15 iayat i(2) 

disebutkan bahwa iapabila idokter igigi 

dengan sengaja imelakukan ipelimpahan 

sebagian wewenangnya isecara idelegasi 

yang tidak isesuai idengan ibatas 

kewenangan perawat igigi imaka iakan 

mendapatkan sanksi idisiplin, admi-

nistrasi, iperdata dan ipidana ikarena 

melanggar iperaturan perundang-

undangan iPenerapan iSurat Keputusan 

Menteri iKesehatan iNomor 1392 Tentang 

Registrasi idan iIzin Kerja Perawat iGigi 

seorang iperawat igigi bisa melakukan 

tindakan iasuhan keperawatan gigi idan 

mulut iserta itindakan imedik terbatas 

dalam ibidang ikedokteran igigi 

berdasarkan i pelimpahan i dari idokter 

gigi. iKewenangan imandiri idilakukan 

oleh iperawat igigi itanpa iharus iada 

pelimpahan idari idokter igigi, ikarena 

secara ihukum iperawat igigi imemilki 

kewenangan iatribusi iuntuk imelakukan 

tindakan itersebut. iKewenangan imandiri 

dari iperawat igigi iadalah itindakan 

keperawatan ikedokteran igigi idan dalam 

keadaan itertentu idimana itidak iada 

dokter igigi idan itenaga iperawat isangat 

dibutuhkan imaka itindakan imedik 

terbatas idalam ibidang ikedokteran igigi 

menjadi iwewenang idari iperawat igigi. 

Dalam imelakukan i tindakan i yang 

menjadi ikewenangan imandiri iperawat 

gigi itanggung ijawab iada idi iperawat 

gigi idan itanggung igugat ibisa dilakukan 

secara itanggung irenteng. 

Tugas ilimpah iyang idiberikan 

oleh dokter igigi ikepada iperawat i gigi 

iharus dilakukan isecara itertulis idan 

pelimpahan iini itelah idilakukan isesuai 

dengan ikemampuan ipendidikan idan 

standar iprofesi iperawat igigi imaka 

apabila iada ituntutan ihukum idi ibidang 

pidana imaka iyang ibertanggung ijawab 

adalah iperawat igigi iyang imelakukan 

tindakan itersebut. iBerdasarkan ihukum 

pidana ibarang isiapa iyang iberbuat maka 

dia iyang ibertanggung ijawab, isehingga 

pelimpahan iwewenangan isecara delegasi 

maka itanggung ijawab idan itanggung 

gugat iberalih ikepada iyang idiberi 

limpahan iwewenang iatau ikepada 

delegaris. iSehingga iapabila idi idalam 

melakukan ipelayanan ikesehatan ididuga 

ada imalpraktik imaka itanggung ijawab 

atas ikeselahan iyang idilakukan berpin-

dah ikepada iperawat igigi.  

Adapun itanggung igugat ibisa 

dilakukan itanggung irenteng imulai idari 

perawat igigi, iKepala iPuskesmas, iDinas 

Kesehatan i Kabupaten iRokan iHilir 

sampai iBupati iRokan iHilir iPelimpahan 

sebagian iwewenang idokter igigi ikepada 

perawat igigi iapabila iterjadi ikesalahan 

dalam iproses ipelimpahan imaka iyang 

bertanggung ijawab idan itanggung igugat 

adalah iyang imemberi ilimpahan. 

Kesalahan iini ibisa iterjadi 

misalnya pelimpahan idilakukan isecara 

tidak tertulis, itidak isesuai ikemampuan, 

pendidikan idan istandar iprofesi iperawat 

gigi. iKenyataan idilapangan iselama 

pengamatan iyang i dilakukan ioleh 

peneliti idan idari idata-data iyang 

dikumpulkan ipelimpahan iwewenang iini 

tidak ipernah idilakukan isecara itertulis 

hal iini ididasarkan ijuga idata dilapangan 

bahwa itidak iditemukan idata itentang 

pelimpahan isebagian iwewenang isecara 

tertulis idari idokter igigi ikepada perawat 

gigi itetapi iperawat igigi imelakukan 

tindakan imedik iterbatas idi ibidang 
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kedokteran igigi. Akibat ihukum idari 

pelimpahan iwewenang iyang idiberikan 

oleh iDokter iGigi ikepada iPerawat iGigi 

Dalam iMelakukan iTindakan iMedik iDi 

Kabupaten iRokan iHilir iBerdasarkan 

Peraturan iMenteri iKesehatan iRepublik 

Indonesia iNomor i20 iTahun i2016 

Tentang iIzin iDan iPenyelenggaraan 

Praktik iTerapis iGigi idan iMulut Dalam 

pertanggungjawaban hukum iseorang 

perawat igigi isebagai pengemban iprofesi 

harus mengerti dan memahami ketentuan-

ketentuan ihukum yang berlaku dalam 

pelaksanaan profesinya, itermasuk di 

dalamnya tentang ipemahaman ihak-hak 

dan kewajiban idalam imenjalankan 

profesi sebagai iperawat igigi. iTanggung 

jawab Perawat iGigi idalam imelakukan 

tindakan ipencabutan igigi idan penam-

balan igigi isesuai ikompetensi sudah 

terlaksana idengan ibaik. Tindakan 

pencabutan isesuai ikompetensi ijuga 

telah isesuai idengan iPeraturan Peme-

rintah itentang iTenaga iKesehatan yang 

menyatakan i setiap itenaga kesehatan 

dalam imelakukan itugasnya berkewa-

jiban iuntuk imematuhi istandar profesi 

tenaga ikesehatan, iserta itidak melanggar 

Undang-Undang ibahwa iTenaga kesehatan 

harus imemenuhi ketentuan ikode ietik, 

standar iprofesi, hak ipengguna pelayanan 

kesehatan, standar ipelayanan idan 

standar iprosedur operasional. 

Tindakan ipencabutan igigi idan 

penambalan igigi iyang ibukan kom-

potensi  idilakukan ioleh iPerawat igigi 

karena iterbatasnya ijumlah iDokter iGigi 

di iPuskesmas iyang iada idi iKabupaten 

Rokan iHilir, iyang imana ijumlah Dokter 

Gigi idi iPuskesmas irata-rata ihanya isatu 

orang, isedangkan idisisi ilain ibanyaknya 

jumlah imasyarakat iyang idatang iuntuk 

berobat igigi ike iPuskesmas i datang 

dengan ikeluhan iberat idan irata-rata 

merupakan iindikasi ipenyakit iyang 

bukan imerupakan ikompetensi idari 

Perawat iGigi. iTindakan ipencabutan gigi 

dan ipenambalan igigi ibukan kompetensi 

yang idilakukan ioleh Perawat iGigi ijuga 

disertai itugas limpah dari iDokter iGigi, 

hal iini iselaras peraturan ibahwa idalam 

menjalankan pekerjaan isebagai iPerawat 

Gigi iharus sesuai idengan ipelayanan 

asuhan kesehatan igigi idan imulut, iserta 

melaksanakan itindakan imedik iterbatas 

dalam ibidang ikedokteran igigi isesuai 

permintaan itertulis idari iDokter iGigi. 

Dalam iTeori iPelimpahan We-

wenang i(sering ijuga idisebut idengan 

kewenangan) iadalah isuatu itindakan 

hukum iyang idiatur idan idiberikan 

kepada isuatu ijabatan iberdasarkan 

peraturan iperundang-undangan iyang 

berlaku imengatur ijabatan iyang bersang-

kutan. iKewenangan imemiliki kedu-

dukan ipenting idalam ikajian hukum 

negara idan ihukum iadministrasi inegara, 

begitu ipentingnya i kewenangan i ini, 

sehingga i F.A.M iStroink i dan i J.G 

Steenbeek menyebutnya isebagai ikonsep 

iinti idalam ihukum itata inegara idan 

ihukum iadministrasi inegara. 

Menurut iLutfi ikewenangan 

iyang isah ibila iditinjau idari isegi 

isumber idari imana ikewenangan iitu 

ilahir iatau idiperoleh, imaka iterdapat 

itiga ikategori ikewenangan iyaitu: 

1. Kewenangan iatribusi iatau kewe-

nangan iasli iatau kewenangan 

yang itidak idibagi-bagikan ikepada 

siapapun. iDalam ikewenangan 

atribusi iini ipelaksananya dilaku-

kan sendiri ioleh ipejabat atau 

badan tersebut iyang itertera dalam 

peraturan idasarnya. Adapun 

terhadap ikewenangan iatribisi 

mengenai itanggung ijawab idan 

tanggung igugat iberada ipada 

pejabat iatau ipada ibadan sebagai-

mana itertera idalam peraturan 

dasarnya. 

2. Kewenangan imandat, imerupakan 

kewenangan iyang ibersumber idari 

proses iatau iprosedur ipelimpahan 

dari ipejabat iatau ibadan iyang 

lebih tinggi ikepada ipejabat iatau 

badan yang ilebih irendah. 

3. Kewenangan idelegasi, imerupakan 

kewenangan iyang ibersumber idari 

pelimpahan isuatu iorgan peme-

rintah kepada iorgan ilain dengan 

dasar peraturan perundang-

undangan. Berbeda idengan kewe-

nangan mandat, idalam kewe-
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nangan delegasi itanggung jawab 

dan tanggung igugat iberalih 

kepada yang idiberi ilimpahan 

wewenang tersebut iatau iberalih 

pada degelaris. 

Tampak ibahwa ikewenangan 

yang diperoleh isecara iatribusi iitu 

bersifat asli iyang iberasal idari iperaturan 

perundang- iundangan, idengan ikata ilain 

organ ipemerintahan imemperoleh kewe-

nangan isecara ilangsung idari ipasal 

tertentu idalam isuatu iperaturan 

perundang-undangan, ijadi idalam iatribusi, 

penerima iwewenang idapat imenciptakan 

wewenang ibaru iatau imemperluas 

wewenang iyang isudah iada idengan 

tanggung ijawab iintern idan iekstern. Pada 

delegasi itidak iada ipenciptaan wewe-

nang, iyang iada ihanya pelimpahan 

wewenang i dari i pejabat i yang i satu 

kepada pejabat yang lainnya, sehingga 

tanggungjawab iyuridis itidak ilagi berada 

pada ipemberi idelegasi i(delegans) tetapi 

beralih ipada ipenerima idelegasi 

(delegaris). iSementara ipada imandat 

penerima imandat i(mandataris) ihanya 

bertindak idan iatas inama ipemberi 

mandat i(mandans), itanggung ijawab 

akhir ikeputusan iyang idiambil ioleh 

penerima imandat itetap iberada ipada 

pemberi imandat. iHal iini ikarena ipada 

dasarnya ipenerima imandat iini ibukan 

pihak ilain idari ipemberi imandat. i 

Standar iprofesi iperawat igigi 

mengikat iperawat igigi idalam mem-

berikan ipelayanan ikesehatan kepada 

pasien. iDidalamnya iterkandung standar 

kompetensi idan iunjuk ikerja perawat 

gigi idalam imelakukan itugas pelaya-

nannya iserta ikode ietik iyang merupakan 

landasan idalam ibekerja secara 

profesional. iArtinya, iseorang perawat 

gigi itidak ihanya idituntut untuk 

memiliki ikemampuan iyang ioptimal 

tetapi ijuga imemiliki icara idan isikap 

hidup iyang iterpuji ibaik idalam 

hubungannya idengan ipasien, masya-

rakat, irekan isejawat imaupun profesi-

nya. iDalam imenjalankan profesinya, 

setiap iperawat igigi Indonesia iwajib 

memberikan ipelayanan yang isebaik 

mungkin ikepada iindividu dan masya-

rakat itanpa imembedakan budaya, ietnik, 

kepercayaan idan istatus iekonominya. 

Pelayanan isebaik mungkin idisini iadalah 

pelayanan iyang sesuai idengan istandar 

kompetensi idan standar iprofesi idimana 

didalamnya dituntut iadanya ikehati-

hatian idan ketelitian idalam melaksana-

kan itindakan pelayanan asuhan kesehatan 

igigi idan mulut ikepada pasien igigi. 

 

 

SIMPULAN 

 

Pelimpahan wewenang yang 

diberikan oleh Dokter Gigi kepada 

Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan 

Medik di Kabupaten Rokan Hilir 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia iNomor 20 iTahun 

2016 Tentang iIzin idan Penyelenggaraan 

Praktik iTerapis Gigi dan Mulut dapat 

dilakukan melalui pelimpahan kewe-

nangan atribusi dan kewenangan 

delegasi. Kewenangan yang diperoleh 

baik secara atribusi maupun delegasi 

harus isesuai dengan standar profesi 

tenaga kesehatan tersebut sebagaimana 

yang tercantum dalam Peraturan iMenteri 

Kesehatan iRepublik Indonesia iNomor 20 

Tahun 2016 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik iTerapis Gigi 

dan iMulut. 

Akibat hukum dalam Proses 

pelimpahan wewenang yang dilakukan 

oleh dokter igigi ikepada perawat igigi 

bahwa isebagai isubyek hukum tentunya 

ada konsekuensi-konsekuensi hukum 

yang iberlaku, terutama ibila wewenang 

yang dilakukan menimbulkan idampak 

negatif iatau adanya idugaan kesalahan 

dalam pelaksanaan pelayanan ikesehatan 

maka isanksi dapat idiberikan kepada 

dokter igigi maupun iperawat gigi berupa 

sanksi disiplin, administrasi, perdata idan 

pidana. 
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